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Perjanjian Internasionai
yang Dibuat oleh Organisasi Internasional

Sri Setianingsih Suwardi’

Nowadays, International Orgemization has  been
recognized as one af international low subject after
exceeded a long winding road. The logical consequence of
the recognition is the capability of International
Organization to construct an international agreement as
well as a State has done. Nevertheless, there are stilf
several mechanism differences betweer State and
International Orgamization in construct an international
agreement. The main difference is about who has the
authority to make a deal in international agreement
process. This article explores and analyzes the great effort
of international organization to gain the recognition as
one of international law subject, also the authority of
internationaf orgemization related to the construction of
international agreement.

i. Pendzhulaan

Keonvensi tentang Perjanjian Internasional, yang ditentukan
dalam konferensi iniernasional yang diadakan oleh PBB di Wina,
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Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1997-2000).

. 494 Indonesian Journal of Internationaf Law



Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Organisasi Internasional

pada 22 Mei 1969 (The Convention on the Law of Treaties), dalam
Pasal 1, mepeniukan bahwa Konvensi hanya berlaku pada
perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara. International Law
Commission (IL.C), pada sidangnya yang ke-14 menentukan
petjanjian internasional yang dibuat oleh Orgavisasi Inteinasional
dari kodifikasi hukum perjanjian internasional tahun 1969. Namun
diakni bahwa makin banyaknya perjanjian iniernasional yang dibuat
oleh Organisasi Internasional merupakan kewajiban bagi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) uatwk mengatumya. Oleh
karenanya, timbul usul agar Majelis Unum PBB menugaskan ILC
untuk membuat draf konvensi yang mengatur ieniang perjanjian
internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional.

Berdasarkan Pasal 13 (la) Piagam PBB, Majelis Umum
PBB mempunyai tugas uniuk mendorong kemajuan hukum
internasional (progressive development of international law) dan
kodifikasinya. Guna membaniu fugas Majelis Umum dalam bidang
kodifikasi dam mendorong kemajuan hukum internasional maka
dibentuklah Komisi Hukum Internasional (Intermational Law
Commission), selanjuinya kita sebut dengan ILC. Mengingat bahwa
PBB bukanlah Organisasi Iniernasional yang mempunyai sifat
super state maka pembuatan aturan-atuian hukum internasional
tetap merupakan hek negara-negara. Kewenangan PBB adalah
mendorong, membanty, mengharmonisasikan, dan mewujudkan
aturan yang diperlukan.

Kemajuan bukum internasional yang diadakan oleh PBB
berguna untuk memenubi kebuiuhan, adanya aspirasi politik, dan
kepentingan dari Negara-negata dan masyarakat internasional
secara keseluruhannya. Kebutuban untuk mengadakan kemajuan
(perkembangan) hukum internasional dan kodifikasinya, selain
dilakukan oleh PBB sendiri atan oleh ILC, sejak 1966, dibentukiah
United Nations Commission of International. :

Majelis Utnum PBB telah aktif mengadakan pengembangan
huktna internasional dan kedifikasinya, misalkan dalam bideng
hok-hak asasi manusia, ruang angkasa, dam masalati-masalab
maritim. Pada 1969, sclain Konvensi tentang Perjanjian
Internasional antar-Negara, juga terbentuk Konvensi untik Misi

Volume 3 Nomor 4 Juli 2006 495



Jurnal Hulzm nternesional

Khusus (Convention on Special Missions). Dilanjutkan pada 1973,
muncul Konvensi untuk Mencegah dan Menghukum Kejahatan
Internasional tethadap Orang-orang yang Dilindungi (Convention
orn the Prevention and Punishment of Crimes against
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents)
dan pada 1979 dihasilkan Konvensi Internasional tentang Tindakan
Melawan Penyanderaan (International Convention against the
Iaking of Hostages). Setelah Konvensi tentang Perjanjian
Internasional pada 1969, Konvensi Internasional tentang Suksesi
Negata schubungan dengan Perjanjian Iniernasional (Convention on
the Succession of States with respect to Ti regties) diterima pada
1978.

Di samping Konvensi-Konvensi tersebut, Majelis Umum
PBB masih menganggap perlunya mengadakan konferensi
internasional yang akan membicarakan pembuatan perjanjian
iiternasional yamg diadzkan oleh Negara dan Organisasi
Inicroasional, dan antar-Organisasi Iniernasional. Oleh karena itu,
Majelis Umum PBB menugaskan ILC untuk membuat draf
Konvensi tentang Perjanjian Internasional antar-Negara dan
Organisasi Intemnasional atam  antar-Organisasi Internasional.
(Resolusi Majelis Umum 2501(XXIV)), 12 November 1969. Pada
1982, Majelis Umum PBB, dengan Resolusi 37/112, 16 December
1982, memutuskan bahwa suaty Konvensi Internasional tentang
Petjanjian Internasional antara Negara dengan Organisasi
Internasional dan antar Organisasi Internasional skan dibust
berdasarkan draft yang dibuat oleh TLC.! Konferensi diadakan i
Wiha, pada 18 Februari-12 Maret 1986.

Mengapa pada Konvensi 1969 tentang Perjanjian
Inieinasional antar Negara tidak mencakup perjanjian yang*dibuat
antar  Organisasi Intetpasional? Hal imi  didasarkan pada

Y United Nations Conference on the Law of Treaties between States and
International Organizations or Between International Organizations, Yiehna, 18
February - 21 March 1986, official records Vol, I, Summary recotds of the
plenary meetings and of the meetings of the Commitiee of the whole, hal, xi — xji.
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pertimbangan babwa Organisasi Internasional mempunyai sifat
khusus dibandingkan dengan Negara dalam membuat perjanjian
Internasional, misalkan: 1) Kewenangan organ dan prosedur
iniernalnya; 2) Perundingan dan kesepakatan untuk merbuat
perjanjian internasional; 3) Bentuk dari perjanjian; 4) Prosedur
penyelesaian sengketa; dan 5) Revisi dan penghentian perjanjian.”

Di samping itu, sifat Organisasi Internasional untuk
membuat perjanjian internasional harus memenubi beberapa syarat,
vaitu: 1) Harus jelas bahwa Organisasi Internasional it didirikan
oleh Negara dengan didasarkan pada perjanjian internasional; 2
Organisasi itm harus mempunyai beberapa clemen, misaikan
organisasi itu harus mempunyai suaii organ atau Organ-organ yang
mengidentifikasikan terpisah dari kemauan negara-negera anggoia
secara individual; dan 3) Organisasi itu harus bekerja sesuai dengan
fungsi dari bidang Organisasi Iniernasional tersebut dalam
mengadakan hubungan dengan pihak lain.’ Selaujuinya, dikatakan
oleh Morgenthau,* dalam kaitannya dengan kemampuan Organisasi
Tnternasional untuk membuat perjanjian internasional, Organisasi
Internasional harus memenuhi syarat-syarat scbagai berikut: a)
Organisasi Internasional harus bertindak sesuai dengan fungsinya;
b) Guna mewnjudkan fungsinya, Organisasi Internasional harus
mempunyai kewenangan untuk mernbuat perjanjian internasional;
¢) Oleh karenanya, Organisasi Interpasional hams mempunyai
kewenangan untuk membuat perjanjian internasional.

ii. Perjanjian Internasional oleh Organisasi Internasional

Permasalahan sehubungan dengan perjanjian internasional
yang dibuat oleh Organisasi Internasional adalah: 1) Apakah

2 Gunther Hartmann, The Capacity of International Organizations to.
Conclude Treaties Agreements of International Organizations and the Vienna
Convention on the Law of Treaties; edited by K. Zemanek (New York, wien,
Springer-Verlag), hal. 29.

3 D. M. McRae, Co-Opeation and the Law Relating to Agreement
Coeluded by International Organizations, fbid., bal. 16. o

* Morgenthan Gunther Hartmann, Op. cit., bal. 43.
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Orgavisasi Internasional mempunyai kapasitas untuk membuat
perjanjian iniernasional? 2) Organ manakah dari Organisasi
Internasional tersebut yang berhak membuat perjanjian
internasional? 3) Bagaumanakah prosedur dan keputusan umiuk
membuat perjanjian internasional?

Ad.l. Apakah Organisasi Infernasional mempunyai kapasitas
natek membuat perjanjian internasional?

Pertanyaan ini schubungan dengan perianyaan apakah
Organisasi Internasional mempunyai status sebagai subyek hukum
internasional. Pertanyaan ini terjawab dengan adanya pendapat dari
Mabkamah Internasional delam kasus Pangeran Bemnadoite yang
mengatakan:

"Whereas a State possesses the totality of international rights and duties
recognized by Imternational Eaw, the rights and duties of an entity such
as the Organization must depend upon the its purposes and functions as

specified or implied in its constituents and development in practice. "5

Jadi, jelaslah bahwa Oiganisasi Iniernasional telab diterima
oleh masyarakat internasional sebagai subyek hukum internasional.
Status Organisasi Internasional sebagai subyek hukum internasional
memiliki arti bahwa Organisasi Internasional mempunyai kapasiias
untuk membuat perjanjian internasional. Akan tetapi, kewenangan
Organisasi Internasional dalamm membuat perjanjian internasional
hanya terbatas pada fungsinya atau persyaraian yang ditetapkan
dalam anggaran dasar organisasi internasional .tersebut.
Keterbatasan kewenangan tersebut sesuai dengan hukum

1. G Starke., Introduction to International Law, Tenth Edition,
London, Butterworth, 1989, hal. 606. Kasus pangeran Bemadotte, lihat D. 1.
Haris, Cases and Materials on International Law, Third Edition, London, Sweet
& Mazwell, 1983, hal. 114-dst,
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internasional atan apa yang dinyatakan dalam perjanjian.® Hak yang
terbatas bagi organisasi iniernasional tersebut, menwut Seidi-
Hohenveldem, dibedakan menjadi dva macam hak, yaml hak
primer dan hak sekunder.

Hak primer adalah hak yang dimiliki berdasatkan sistern
hukuin internasional dan yang didasarkan pada anggaran dasarnya.
Hak sekunder adalah hak yang dicipiakan sendiri oleh Organisasi
Internasional, namun ini harus tetap sejalan dengan hak primer yang
timbul berdasarkan anggaran dasarnya. Dalam hal ini, terdapat dua
set sistem hukum, yaitn sistem hukum yang diierapkan pada
anggota Organisasi Internasional dan sistern hukum yang berlaku
uniuk negara bukan anggoia yang mengakui adanya Organisasi
Internasional tersebui. Menurut Zemanek, hukum intemasional
umum tidak memuat norma schubungan dengan kapasitas
Organisasi Internasional untuk membuat perjanjian internasional.
Norina tersebut bharus. dicipitakan sendiri oleh Organisasi
Iniernasional sebagai kesatvan (enfity) yang mempunyai staius
sebagai- subyek hukum internasional. Sebagai subvek hukum
internasional, Organisasi Internasional dapai menciptakan hukum
internasional yang merupakan sumber hukum Internasional.® Jadi,
Organisasi International merupakan suatu kesatuan (enfity), vang
mempunyai staius sebagai subyek hukum internasional dam
mempunyaj kewenangan uatuk membuat perjanjian intemasional.

Ad. 2. Organ Orgamsa51 Iﬂtemas:onal yang. berhak menﬂmat
perjanjian Interhasional

~ Permasalahan organ mana dari Orgamsam Intermasional
yang berhak membuat perjanjian internasional dapat dilihat pada
anggaran dasai Suatu Orgamsam Intemaszonal (hhat Pasal :

¢ Gunther Hartmann, Op. cit, hal. 137.

? 1bid, hal. 139.
* Op.cit.
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Konvensi Perjanjian Internasional yang dibuat antar-Negara dan
Organisasi Iniernasional, atau aniar Organisasi Iniernasional 1986,
untuk selanjutnya kita sebut dengan Konvensi 1986). Akan tetapi,
kadang-kadang anggaran dasar Organisasi Internasional tidak
menentukan secara kbusus organ mana yang mempunyai
kewenangan uniuk membuat membuat perjanjian internasional.
Organ mana yang berhak membuat perjanjian Internasional,
menurut Hanspeter Neuhold dapat dibedakan:®

2) Anggaran Dasar Organisasi Iniernasional secara jelas
menentukan organ mana yang  berwenang untuk membuat
perjanjian iniernasional;

b) Dalam Anggaran Dasar juga ada ketentuan tentang organ
mana yang mempunyai wewenang membuat perjanjian
internasional, walaupun tidak ditentukan dengan tegas. Di
pihak lain, organ yang berwenang membuat perjanjian
internasional ini disebuikan dengan jelas;

€) Wewenang untuk membuat perjanjian intermasional dapat
disimpulkan dalam uraian tugas orgam-organ Organisasi
Internasional yang bersangkutan;

d) Ada kemungkinan dalam anggaman dasar ditentukan dimana
kewenangan membuat perjenjian internasional ada namum
tidak disebutkan secara khusus organ mana yang_ berhak
membuat perjanjian internasional; dan

¢) Ada kemugkinan kewepangan tersebut hanya dengan
menunjuk  ujuan umum dan fungsi dari  Organisasi
Internasional yang bersangkutan. )
Dalam prektek, kita sering menjumpai bahwa; kepala

administrasi dari suatu Organisasi internasional thembuat perjanjian

iniernasional dengan pihak lain walaupun tanpa otorisasi dasi

® Hamspeter Neuhold, Organ Competent to Conclude Treaties for
international Organizations and Internal procedure Leading to the Decision to
Be Bound by a Treaty and negotiation and Conclusion of Treaties by
International Organizations, Zemanek., Op. cit., hal. 2001.
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Organisasi Inicinasional yang bersangkutan. Guna mengetabui
masalah organ mana yang berhak membuat perjanjian internasional,
dapat kita lihat dalam contoh-contoh sebagai benkut:

i. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam Piagam PBB, tidak ada ketenivan yang mengaiur
tentang kewenangan membuai peijanjian internasional secara
khusus. Misalkan dalam usaha PBE menjaga perdamaian dan
keamanan internasional, berdasarkan Pasal 43 Piagam PBB, Dewan
Keamanan PBB mempunyali kewepangan untuk membuat
petjanjian internasional dengan anggota PBB yang akan membantu
tugas Dewan Keamanan PBB dalam memelibara perdamaiai dan
keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 43 (3) Piagam PBB,
Dewan Keamahan PBB berhak membuai perjanjian internasional
aniara PBB dan Negara anggoia PBB. Jadi berdasarkan pasal ini,
Dewan Keamanan PBB mempunyai kapasitas untuk membuat
perjanjian internasional dalam bidangnya.

Dewan Ekonomi Sosial (ECOSOC), berdasarkan Pasal 63,
juga mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian
interhasional dengan Badan Khusus PBB dalam kaitannya
hubungan antara Badan Khusus terscbut dengan PBB." Namun,
perjanjian yang dibuat oleh ECOSOC dengan Badan Khusus ini
harus mendapat persetujuan Majelis Umum ‘PBB. Berdasatkan
Pasal 93(2) Piagam PBB maka Negara yang bukan anggoia PBB
dapat menjadi peserta Mabkamah Internasional dengan syarat-
syarat yang ditentukan untuk tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum
PBB aias rekomendasi Dewsan Keamanan "'

1 Pengertian tentang Badan Khitus PBB dapat dibaca ddlam Pasal 5?
Piagam PBB.

n Negara Swiss, Lichenstein, dan San Marino telah mempergunakan

kesempatan ini. Swiss pada saat ini telah menjadi anggota PBB. Libat Hauspeier
Neuheld, Op. cit., bal, 203.
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Di samping keteninan dalam Piagam PBB, vang tidak
menenivkan  secata  kbusus organ mana  yang berwenang
mengikatkan PBB dengan pihak lain, kita juga bisa melihat dalam
prakick PBB, misalkan dalam membuat perjanjian tentang Markas
Besar PBB (Headguarter Agreement). Sekjen PBB mewakili PBB
dalun membuat perjanjian tentang Markas Besar PBB di New
Yoik.

Permasalabnya apakah Majelis Umum PBB mempunyai
kewenangan untuk membuat perjanjian internasional, mengingat di
Majelis umum PBB inilah semua anggota PBB mempunyai
wakilnya. Akan tetapi, bila dibaca Pasal 10 Piagam PBB, bahwa
Majelis Umum PBB mempunyai kewenangan untuk membicarakan
semua masalah dalam lingkup piagam dan membuat rekomendasi
tetapi bukan merupakan kepuiwsan yang mempunyai kekustan
mengikat bagi anggotanya. Oleh karenanya, Majelis Umum PBB
dalam membuat perjanjian dengan pihak lain tidek mengikat negara
anggotanya. Satu alasan yang dapat dipakai adalah bila tidak ada
keientvan yang jelas organ mana dari PBB yane mempunyai
kewenangan membuat perjanjian internasional, maka organ utama
dimana semua anggotanya mempunyai wakilnya yang akan
mempunyai anggung jawab terhadap PBB.?

2. Badan Khusas PEB

Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dari
Badan-Badan Khusus ini dapat kita libat dalam Anggaran Dasar
Badan Khusus PBB. Ada Badan Kbhusus PBB yang secara jelas
daldth Anggaran Dasamya memuat secara jelas organ mana dari
Badan Khusus PBB yang berhak membuat perjanjian internasional,
Misdlkan ~World Health  Organization (WHO), World
Meteorological Organization (WMO), Food and Agriculture
Organtization (FAD), detigan jelas menentukan organ mana yang
berhak membuat perjanjian internasional serta membuat ketentuan
secara detail. Namun, ada juga anggaran dasar badan khiisns yang

*? Hanspeter Neuhold., Op. ¢it., hal. 205,
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tidak secara detil mengatur tentang kewenangan membuai
perjanjian internasional ini, sebagai contoh International Eabour
Organization (ILO) dan Universal Postal Union (UPU).

Pada umumnya, Anggaran Dasar Badan Khusus PBB tidak
mengatur secara rinci f{entang kewenangan membuat perjanjian
internasional dan dapat dikatakan bahwa kewenangan membuat
perjanjian internasional diserahkan pada organ dimana semua
negara anggotanya mempunyai perwakilannya. Namun terkadang,
kewenangan membuat perjanjian internasional dengan kewenangan
yang terbatas pada bidang ierieniu diserahkan pada organ eksekutif
tertentu, schingga organ utama dari Badan Khusus PBB tidak selalu
menikmati kewenangan uniuk membuat perjanjian. Sebagai contoh,
kita lihat Pasal X1 Anggaran Dasar UNESCO menentukan bahwa
Direktur Jenderal UNESCO dapat bertindak, dengan otorisasi
Dewan Eksekutif (Executive Board), mengadakan hubungan dengan
Organisasi Internasional atau badan internasional lain untuk
membentuk komite yang diperlukan agar kerja sama tersebut
efekiif. Tindakan formal uniuk mengadakan ikatan tersebut harus
mendapat persetujuan Dewan Eksekutif.

Ad. 3. Bagaimanakah presedur dan keputusan untuk membunat
perjanjian internasional?

Dalamm proses pembuatan perjanjian internasional, yang
dibvat oleh Organisasi Internasional, sama seperti perjanjian
ihternasional yang dibuat oleh Negara. Langkah periama adalah
piefundingan (negesiasi). Dalam negosiasi, yang terpenting adalah
penunjukkan wakil yang diberi wewenang untuk mengadskdn
perjanjian intetnasional dengan pihak lain. Menurui Pasal 7 (3)
Konvensi Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi
Inteimasional dan antara Organisasi Internasional Sain dan Lainhys,
Konvensi Wina 1986 (selanjutnya discbuat dengan Konvensi 1985),
menentukan bahwa sesecorang dipertimbangkan mewakili suiatu
Organisasi Internasional untuk menerima (adopfing) atan iite-
autentikasi (authenticating) teks dati suaiu perjanjion internasiohal
atau menyatakan Organisasi Infernasional it akan terikat pada
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suatu pegjanjian, bila: a) Orang tersebut dapai menunjukkan adanya
Jull powers (kuasa penuh); atau b) Jika berdasarkan kebiasaan,
bahwa ada maksud dari negara atan Organisasi Internasional yang
bersangkutan bahwa orang tersebut diakui sebagai wakil dari
Organisasi Intemasional untuk maksud mengadakan perjanjian
internasional sesuai dengan aturan Organisasi Internasional tersebut
tanpa harus menumjukkan adanya filf powers.

Namun demikian, Konvensi 1986 juga mengakui pejabat-
pejabat yeng karepa fungsinya dan tugasnya telah dianggap
mewakili negaranya. Pejabat-pejabat tersebut adalah: a) Kepala
Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri. Ketiga
pejabat tersebut tidek membutuhkan £l powers jika mengadakan
perundingan univk membuat perjanjian internasional dengan pihak
lain; b) Perwakilan yang diakreditasikan oleh negara pada suatu
Organisasi Internasional untuk perjanjian vang dibuat aniara
Negaranya dan Organisasi tersebui; ¢) Perwakilan yang
diakreditasikan oleh Negara pada Organisasi Internasional atau
pada salah satu orgennya dengan maksud unmiuk menerima teks
suatu pefjanjian internasional di Organisasi Internasional atan organ
Organisasi Internasional tersebui; d) Kepala dari perwakilan tetap
Organisasi Inteinasional untuk maksud menerima teks sustu
perjanjian internasional aniara megara yang mengirim  dari
Organisasi Internasional tersebut (Pasal 7 (2)).

Orang-otang tersebut hanya berwenang untuk melakukan
adopsi dan penerimaan naskah petjanjian itn saja. Jika hal itu telah
mienyangkut persetujuan untuk terikat pada perjanjian it
dibutuhkan konfirmasi organ yang berwenang dari atau Organisasi
Internasional itu. Ada yang betpendapat bahwa kepala adminisirasi
(di PBB misalkan Sekretaris Jenderal PBB) dapat dipertimbangkan
sebagai pejabat Organisasi Intetnasional yang mewakili Organisasi
Internasional bersangkutan uniuk menyusun dan menerima teks
peijanjian yang schubungan dengan tugasnya., Kadang-kadang,
Sckrctaris Jenderal, dalem membuat perjanjian internasional,
dibantu oleh suztu komite yang ditunjuk oleh organ Organisasi yang
mempunyai wewenang untuk memibuat perjanjian internasional.
Sebagai conioh, Perjanjian Markas Besar PBB di New York antara
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PBB dan Amerika Serikat, aslinya dirancang oieh Sekretaris
Jenderal PBB yang dibantu oleh Komite Perunding (Wegotiating
Committee). Sekietaris Jendral PBB diberi wewenang oleh Majelis
Umum PBB untuk mengadakan perundingan dengan Resolusi
Majelis Umum PBB 22 B (1), 13 Februari 1946. Penandatanganan
untuk proses autentifikasi harus mendapat persetujuan Majelis
Umum, dimana merupakan proses yang mendahului sebelum
perjanjian itu berlaku. Kemudian, ada Resolusi 99 (1) yang
memberi wewenang pada Sekretaris Jendral PBB  untuk
mengadakan perundingan lebih lanjut, setelah perjanjian Markas
Besar PBB di New York. Sekretaris Jenderal PBB tidak
memerlukan persetujuan Majelis Umum sebelum menandatangani
suatu perjanjian.”

Seielah proses perundingan den terdapat kesepakatan
mengenai perjanjian tersebut, akan diadakan penandatanganan vang
dilanjutkan dengan awntentifikasi. Dalam perjanjian iniernasional
yang dibuat oleh Organisasi Interpasional tidak ada masaiah karena
apabila teks sudah disepakati oleh para negosiator maka berarti
telah disepakati secara definitif. Perubahan isi dari perjanjian itu
hanya mungkin dilaksanakan dengan adanya reservasi. Cara uniuk
mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang dibuat oleh
Organisasi Internasional sama dengan cara Negara untuk
mengikatkan diri pada suaiu perjanjian internasional. Berdasarkan
Pasal 11 (2) Konvensi 1986, cara yang dilakukan adalah
pevandaianganan (signature), penukaran instrumen-intrumen yang
membentuk perjagjian internasional (exchange of instruments
constituting a ireaty), tindakan konfirmasi (act of formai
confirmation), akseptasi (acceptance), aksesi (accession),
persetujuan (approval) atau cara lain yang telah’ dlsetujm
Pesitihdatangat scbagai pemyataan untuk terikat pada perjanjian
intetnasional, juga dikenal dalam perjanjian inteinasiondl yang
dibuat oleh Organisasi Internasional.

Pepandatanganain  tersebut merupakan subyek untuk
mendapat konfinmasi dari organ Organisasi Intemnasional tersebut,

¥ Hanspeter Neuhold, fbid,, hal. 235,
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vang mempunyai kewenangan untuk membuai perjanjian
internasional. Setelah mendapat konfirmasi dari organ yang
berwenang imaeka penandatangan tersebut sudabh sah dan itu
dianggap secbagai bari penandaianganan. Dalam perjanjian
internasional, vang kurang formal, yang dapai berlaku setelah
penandatangan, biasanya kepaia administrasi dari organisasi itu
yang melakoukan tandatangan. Walaupun pada prinsipnya kepala
administrasi tidak mempunyai wewenang membuat perjanjian
internasional. Maka dari jtu, diperlukan otorisasi dari organ yang
berwenang untuk membuat perjanjian iniernasional untuk
menyatakan bahwa Organisasi Iniernasional itu terikat pada
perjanjian tersebut. Kewenangan yang diberikan pada kepala
adminisitasi untuk menandatangani perjanjian internasional,
Pertamna, anggaran dasar organisasi menentukan bahwa kepala
administrasi menandatangani perjanjian iniernasional dengan
kewenangan terbatas tanpa perlu oforisasi dari organ yang
berwenang; Kedua, prakick Organisasi Internasional menunjukan
bahwa kepala adminisirasi mempunyai wewenang vatuk membuat
perjanjian internasional dalam bidang terientu; Ketiga, karena
fungsinya, kepala administrasi dapai membuat perjanjian
internasional yang benar-benar merupakan masalah administrasi.

Selain dengan cara  mengikatkan diri  dengan
penandatanganan, Organisasi Iniernasional terikat pada suam
perjanjian internasional dengan ratifikasi. Perbedaan Organisasi
Internasional dengan Negara dalam mengikatkan diri dengan pihak
lain dengan ratifikasi adalah ratifikasi yang dibuat oleh Negara
sesusi dengan Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan.
Sedangkan pada Organisasi Internasional, tidak menggunakan
ratifikdsi tetapi dengan tindakan konfirmasi. Sebagai contoh, likat
Pasal 63 Piagam PBB, dimana ECOSOC diberi wewenang uatuk
membuai perjanjian dengah Badan-Badan Khusus PBB, namun
ECOSOC harus mieridapat persetujuan Majelis Umum PBB. Cara
yang dapat digunakan untuk terikat dalam suatu perjanjian
internasional dengan tindakan konfirmasi, menurut Pasal 14(2)
Konvensi 1986 adaiah:

506 Indonesian Jenenal of International Law



Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh: Organisasi Internasional

a) Jika perjanjian internasional menyatakan bahwa uniuk terikat
pada perjanjian internasional dibuiuhkan tindakan konfirmasi
formal;

b) Organisasi Internasional yang mengadakan perundingan
menyetujui bahwa tindakan konfirmasi formal disyaraikan
untuk mengikat perjanjian internasional tersebut;

¢} Perwakilan Organisasi Internasional telah menandatangani
suatu perjanjian yang merupakan subyek dari tindakan
konfirmasi formal;

d) Maksud dari suatu Organisasi Internasional menandatangani
suatu perjanjian yang merupakan subyek dari suatu tindakan
konfirmasi formal timbul dari full powers yang diberikan pada
perwakilan Organisasi Internasional atau dinyatakan pada saat
negosiasi.

Pasal 12 Konvensi mengatur terikainya suatu perjanjian
vang dibuat oleh Negara, Oganisasi Internasional karena
penandatangan Pasal 13 Konvensi mengatur terikatnya para pihak
dalam perjanjian internasiopal karena pertukaran instrumen yang
membentuk perjanjian internasional. Pasal 14 Konvensi mengatur
terikatnya para pihak dalam perjanjien internasional karena
ratifikasi, tindakan konfirmasi formal, akseptasi, dan persetujuan.
Pasal 15 Konvensi mengatur ferikatnya pada suatn perjanjian
karena aksesi. Pasal 16 Konvensi mengatur tentang pertukaran atan
deposit intrumen ratifikasi, tindakan kopfirmasi formal, akseptasi,’
persetujuan atau aksesi. Pasal 16 (2) Konvensi menentukan dalam
hal fidak ditentukan lain dalam perjanjian maka konfirmesi formal
atan instrumen aksepiasi, persetujuan, asesi meneniukan bahwa '
Organisasi Internasional akan terikat pada perjanjian internasional
antar-Otanisasi Internasional atas: %

a) Pertukaran dokumen tadi di antara para pibak;

" g onvensi Wina tentang Perjanjian internasional 1986.
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b) Mendepositkan pada depository; dan

¢) Pemberitahuan pada para pihak aian pihak depository, jika
mereka menyetujui.

Ad. a) Pertukaran dokumen antara para pihak

Kadang-kadang dalam perjanjian internasional ditentukan
perjanjian yang telah disetujui itu mengikat para pihak setelah ada
pertukaran dokumen (misalkan dokumen ratifikasi). Sebagai
contoh, dalem perjanjian Markas Besar PBB antara PBB dan
Amerika Serikai, dalam Pasal 28 ditentukan babwa pertukaran
dokumen antara para pihak diperlukan. Dokumen tersebut
menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB diberi otorisasi oleh
Majelis Umum PBB dan pejabat Amerika Serikat yang diberi
wewenang oleh Konggres Amerika Serikat. Dokumen terebut
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB Tivgve Lie dam
pejabat Amerika Serikat adalah Warten R. Austin, Kepala
Perwakilan Tetap Amerika Serikat di PBB, di Markas Besar PBB,
21 November 1947.7

Ad. b) Perjanjian internasional juga menentukan dimana
doknmen resmi perjanjian internasional akan disimpan
(di deposit)

Pasal 102 Piagam PBB meneniukan bahwa setiap perjanjian
internasional vang dibust oleh anggota PBB akan didafiarkan dan
diumumkan oleh Sekvetariat. Jadi berdasarkan pasal tersebut,
petjanjian internasional yang dibuat oleh anggota PBB akan
didepositkan pada Sekretariat PBB uvatuk kemudian difmumkan
dalam United Nations Treaties Series (UNTS). Pengumuman pada
UNTS ini dimaksudkan agar masyarakat internasional mengetahui
petjanjian yang dibuat oleh anggota PBB, guna mencegah adanya
perjanjian rahasia. Guna pelaksanaan Pasal 102 Piagam PBB ini,

¥ Hanspeter Neuhold, Op. cit., hal. 251-252.
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Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-28, 10 Februari
1946, telah memutuskan suaiu resolusi yang memeriniahkan pada
Sekretaris Jenderal PBB untuk membuat peraturan lebih lanjut
tentang pendaftaran dan publikasi perjanjian internasional. Sesuai
dengan periniah tersebut, Sekvetaris Jenderal PBE menyerahkan
draf peraturan tentang Registrasi dan Publikasi Perjanjian
Internasional. Maijelis Umum PBB mengesahkan peraturan tersebut
pada sidang ke-65. Menurut Peraturan ini, hanya Sekretaris Jenderal
PBB yang mempunyai wewenang untuk mengadakan registrasi.
Peraturan ini memperluas kewajiban Sekretaris Jenderal PBB untuk
- mengadakan "fllling and recording” dam seielah itu juga
memungkinkan bahwa perjanjian internasional oleh Badan Khusus
PBB juga didaftarkan. Selain itw, Pasal 10 Peraturan tentang
Registrasi juga memberi tugas pada Sekretaris Jendral PBB untuk
mengadakan filling dan regisirasi perjanjian-perjanjian internasional

vang tidak termasuk dalam Pasal 102 Piagam PBB. Menurut Pasal
10 (a), perjanjian yang dibuat oleh PBB den Badan Khusus PBB
harus diadakan filling dan recordmg ® Dengan demikian, perjanjian
yang dibuat oleh Badan Khusus PBB. sebagai Organisasi
Internasional harus dideposiikan di Sekretariat PBB.

Ad.c) Pengnmuman pada UNTS dapat diariikan pem-
heritahnan pada masyarakat internasional akan adanya
perjanjian yang dibuat eoleh Organisasi Internasional
(Badah Khusus).

Persyaratan (Reservation)
Pengertian tentang persyaratan atau reservasi pada Pasal 2
(1d) Konvensi Wina 1986 yang meneniukan:

"raservations means o unilateral statement, however phrased or named
made by a State or by an International Organization when signing,

6 Sri Setianingsth Suwardi, Perjanjion Pinjaman antara IBRD don
Indonesia, Disertasi, Bandung, 1995.
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ratifying, formally confirming, accepting, approving or acceding to a
treaty, wherely it purports to exclude or to modify the legal effect of
certain provisions of the treaty in their application to that State or to

that Organizations.

Jadi persyaratan atau reservasi adalah svatu pernyaiaan
sepibak, apapun bentuk atau namanya, yang dibuat oleh suatu
Negara atau suatu Organisasi Internasional ketika menandatangani,
meratifikasi atau konfirmasi formal, akseptasi, menyetujui atau
mengaksesi suatu perjanjian internasional, yang maksudnya uniuk
tidak memberlakukan atau mengubah akibat hukum dari keteninan
tertentu, dari perjanjian internasional tersebut dalam penerapannya
terhadap Negara atau Organisasi Internasional tersebut.

Jadi suaitu Organisasi Internasional yang merupakan subyek
hukum internasiopal, diskui mempunyai kewenangan wmtuk
membuat perjanjian internasional sesuai dengan fungsi dan
lingkupnya. Unsur yang penting dari kewenangan tersebut adalah
hak untuk memformulasikan reservasi. Ini adalah hak yang konkret
dari Organisasi Iniernasional yang harus dilaksanakan, walaupun
dalam batas fungsi dan lingkupnya, sesuai dengan apa yang
ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Ketentuan tentang reservasi ini diatur dalam Pasal 19-23
Konvenst Wina 1986.- Jadi, pada dasatnya, suatu perjanjian
internasional (multilateral) dapat diadakan reservasi, kecuali:

a) Perjanjian internasional tersebui menyatakan bahwa reservasi
dilarang;

b) Perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa reservasi
hanya ddpat dibuat terhadap ketentuan-ketentuan ‘khusus
dalam perjanjian internasional tersebut; dan

¢) Reseivasi yang diajukan tidak bericntangan dengan maksud

 dan tujuan dati perjanjian internasional tu senditi.

Ad. a) Konvensi yang diadakan oleh UNESCO, Convention
Against Discrimination, yang disepakati pada 24 Mei 1962.
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Dalam Pasal 9 diteniukan bahwa reservasi ierhadap
kenvensi ini dilarang.

Ad. b) Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Hayati
Hidup di Laut Bebas (Convention on Fishing and
Conservation of the Living Resources of the High Seas) 20
April 1958 dan mulai berlaku 20 Maret 1966. Pasal 19 (1)
dan (?) meneninkan suatu negara dapat mengajukan
reservasi dari Konvensi ini kecuali Pasal 6, 7, 9, 10, 11, dan
12)7 '

Ad.c) Hak untuk mengadakan reservasi aias suatu perjahjian
internasional dari suatu Organisasi Internasional terbatas,
sesuai dengan fungsi dan lingkup Organisasi Internasional
yang ditctapkan dalam anggaran dasar suaiu Organisasi
Tnternasional. Hal ini yang membedakan kewenangan untuk
siembuat reservasi vang diajukan oleh Negara.

Permasalaban  reservasi, dalam bidang Organisasi
Tnternasional, timbul pada 1953 ketika Amerika Setikat, dalam
rangka perjanjian penerapan perjanjian Markas Besar PBB,
menolak untuk memberikan visa untuk tramsit ke Markas Besar
PBB bag peiwakilan dari dua Orgenisasi Internasional non-
Pemerintah, dalam rangka mengadakan konsuliasi dengan
BECOSOC. Amerika Serikai menolak pemberian visa tersebut
didasarkan pada Amerika Serikat telah membuka reservdsi ketika
menyatakan terikat pada Headgquaters Agreement. PBB tidak diberi
tabu adahya reservasi yeng dibuai didasarkan pada Resolusi
Konggres Atierika Serikat. Walaupum isu ini sidak diselesikan
berdasarkan isu reservasi, penyelesian masalah ini disclesaikan
dengan negosiasi antara Sckictaris Jenderal PBB dan perwakilan

7 | Wayan Parthiana, Hukum perjanjian Internasional Bag: I, Bandung,
Penerbit Mandar Maju, 2002, bal. 161-162.
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Amerika Serikat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan
masalah ini."

Penerimaan dan keberatan atas reservasi ditentukan dalam
Pasal 20 (1). Suaiu reservasi yang diperbolehbkan berdasarkan
perjanjian itu sendiri tidak membutuhkan penerimaan dari Negara
atau Organisasi lainnya, kecuali perjanjian itu sendiri menentukan.
Reservasi yang membutubkan penerimaan dan persetujuan dari
seluruh Negara/Organisasi Internasional peserta perjanjian diatur
dalam Pasal 20 (2). Ketentuan ini dimaksudkan agar perjanjian
internasional yang bersangkuian dapat diterapkan secara utuh. Hal
ini dapat dilibat/disimpulkan dalam maeksud dan tujusn dari
perjanjian i sendiri. Suat perjanjian internasional yang
merupakan Anggaran Dasar suatu Organisasi Internasional
mensyaratkan reservasi harus mendapat persetujvan dari organ yang
berkompeten, ditentnkan dalam Pasal 20 (3). Akibat hukum darni
restvasi yang diajukan oleh Negara/Organisasi Internasional
berlaku dalam hubungannya antara Negara/Organisasi yang
mengajukan dan negara anggota Organisasi Internasional yang
menerima reservasi dan tidak berlaku bagi yang tidak menerimanya
(Pasal 21). Penarikan terhadap reservasi dapat diajukan setiap saat,
kecuali jika perjanjian tersebut tidak menetapkan sebaiiknya.
Penarikan reservasi itu tidak membutvhkan persetujuan dari
Negara/Otgattisasi  Interpasional yang  sebelumaya  telgh
menyetujuinya (Pasal 22). Prosedur sehubungan dengan reservasi
ditentukan dalaih Pasal 23. Pernyatasn penerimaan terhadap suain
reservasi dan keberatan atas reservasi harus dirumuskan secara
tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak—pihak dalam perjanjian.
Demikian pula penarikan atas reservasi yang telah dla_]ukan hars
diformulasikan secara tertulis.

'® Hanspeter Neuhold, Op.cit., hal. 248.
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Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan di atas adalah kewenangan
membuat perjanjian  iniernasiopal dam  suatu  Organisasi
internasional ditentukan dalam Anggaran Dasar Organisasi
internasional tersebut. Jika Anggaran Dasar Organisasi
Internasional tidak menentukannya maka dapat dilibat dani prakiek
Organisasi Iniernasional dalamn membuat perjanjian dengan pihak
lain. Biasanya, organ utama dalam Organisasi Intemasional yang
mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional.
Dalam membuat perjanjian iniernasional, suatu Organisasi
Internasional harus sesuai dengan fungsi dan tujuan Organisasi
Internasional tersebut. Suatn perjanjian internasional yang
membutubkan ratifikasi maka ratifikasi dalam Organisasi
iniernasional dilakukan dengan adanya formal konfirmasi dari
organ vang berwenang untuk membuat perjanjian.

Kepala adminisirasi (Sekretaris Jenderal) suatu Organisasi
Iniernasional diberi wewenang uniuk membuat perjanjian
internasional dalam  kaitaonya dengan  masalah-masalah
admipistrasi. Jika suatu Organisasi Internasional mempunyai
wewenang uniuk membuat perjanjian internasional, maka
Organisasi Internasional juga bherthak mengajukan reservasi atas
suatu perjanjian internasional jika hal tersebut dimungkinkan sesuai
dengan keteniuan vang terdapat dalam perjanjian
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